BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai

berikut :

1.

Masyarakat kota gorontalo khususnya para pengendara masih memiliki
tingkat ketaatan hukum yang rendah terhadap pasal 112 ayat 3 dalam
undang — undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan
jalan karena 80% dari penduduk kota gorontalo yang memiliki kendaraan
bermotor baik beroda dua maupun beroda empat langsung langsung
berbelok ke Kiri di setiap persimpangan yang di lengkapi rambu lalu lintas
tapi tidak memiliki rambu yang membolehkan untuk langsung berbelok ke
Kiri pada saat traffic light atau rambu lalu lintas berwarna merah yang
artinya berhenti dan 20% dari pengendara yang mentaati aturan pasal 112
ayat 3 tersebut karena mereka takut terhadap petugas yang sedang berjaga
di persimpang akan sanksi yang di berikan apabila melanggar.

Banyaknya faktor - faktor yang ada di lapangan, sehingga mengakibatkan
masyarakat khususnya para pengendara dengan leluasa langsung berbelok
ke kiri pada saat lampu lalu lintas sedang berwarna merah yang artinya
untuk berhenti. Seperti ketidak tahuannya para pengendara akan aturan
lalu lintas yang berlaku, kurangnya petugas penegak hukum yang berjaga
mengatur lalu lintas di persimpangan, belum memadainya sarana dan

prasarana yang memberitahukan kepada para pengendara, dan sikap apatis
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para pengedara. sehingga masih sangat rendah tingkat ketaatan hukum
masyarakat atau pengendara dalam mentaati peraturan di jalan raya
khususnya di persimpangan yang memiliki rambu lalu lintas.

5.2 Saran

1. Harus ada hubungan yang strategis antara pihak kepolisian lalu lintas, dinas
perhubungan, dan masyarakat sebagai pengendara di jalan raya agar dapat
menghilangkan kendala — kendala yang ada dalam penerapan Pasal 112 ayat 3
dalam Undang — Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan.

2. Haruslah ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan di
lalu lintas mengenai aturan pasal 112 ayat tentang belokan dan simpangan
dalam undang — undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan
angkutan jalan kepada masyarakat khususnya para pengendara di kota
gorontalo

3. Perlunya dorongan dan dukungan dari pemerintah dan pihak — pihak yang
mengurus segala aspek lalu lintas untuk meminimalisir angka pelanggaran

lalu lintas dan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Gorontalo.
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REKOMENDASI
Nomor : 070 / KesbangPol / |84

Berdasarkan Surat Permohonan Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
Nomor @ 373/UN47.B9/KM/2017 Tanggal 23 Februari 2017 Perihal Permohonan Izin
penelitian, maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama ' Yarziman Armin Abdullah
—NIM- 1271412109
Judul . "Mengukur Tingkat Ketaatan Masyarakat Pada Pasal

112 Ayat 3 Dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Penelitian Di
Kota Gorontalo)”

Lokasi © 1. Dinas Perhubungan Kota Gorontalo
2. Satlantas Polres Gorontalo Kota
Waktu . 27 Februari s/d 27 Maret 2017

Dalam melakukan Izin Penelitian harus mentaati ketentuan sebagai berikut :

1. Melapor kepada Instansi Tempat melakukan Penelitian serta menjaga keamanan dan
ketertiban;

2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya
dengan tujuan Penelitian dimaksud;

3. Mentaati ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta mengindahkan adat-
istiadat setempat;

4, Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini berakhir dan pelaksanaan Penelitian
belum selesai, maka harus mengajukan kembali perpanjangan izin pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Gorontalo;

5. Menyerahkan 1 (satu) rangkap hasil Penelitian Arsip, pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Gorontalo setelah selesai melakukan Penelitian;

6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila
ternyata pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan-
ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian surat ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 27 Februari 2017
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